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PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 137 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi
mantan penderita kusta yang sebagian besar merupakan
masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan  Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi

Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang




10.

11.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6322);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

12. Peraturan




Menetapkan:

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015
tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem
Jaminan Sosial Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016
tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA -CBG)
dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 2 Seri D Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur No 56);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 81);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 137 TAHUN
2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I



Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
Provinsi Jawa Timur diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

(1) Penerima Biakes Maskin adalah Masyarakat Miskin di Jawa
Timur yang manfaat pelayanan kesehatannya tidak
ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional, terdiri atas:
a. seniman;

b. penerima layanan pada UPT Dinas Sosial;
c. penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah
Tahanan;
d. gelandangan dan orang terlantar yang tidak mempunyai
tempat tinggal tetap;

penderita kusta/mantan penderita kusta;

penderita gangguan jiwa berat dan/atau pasung;

penderita kelainan kongenital (cacat bawaan lahir);
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penderita gizi buruk;

[y

penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
pengungsi masalah sosial yang ditanggung Pemerintah

—.

Provinsi selama masih di penampungan milik
Pemerintah Provinsi

penderita TBC;

penderita AIDS;

. penderita difteri; dan/atau
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ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir (neonatus)

dengan resiko tinggi.

(2) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan menggunakan surat
rekomendasi/keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat
berwenang.

(3) Penetapan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal II



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangannya dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 15 April 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 15 April 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd
JEMPIN MARBUN, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 19 SERI E.



